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ABSTRAK

Para pelaku pernikahan di bawah tangan pada umumnya tidak
mempunyai akta nikah. Yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah dalam
kehidupan selanjutnya. Karena tanpa akta nikah segala perbuatan hukum yang
berkaitan dengan akibat pernikahan, seperti saat ia membutuhkan akta nikah guna
untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya dan untuk persyaratan
administrasi anaknya, dan salah satunya digunakan untuk mengurus surat
keterangan pensiun janda atas suaminya yang telah meninggal dunia. Akan tetapi
Hal tersebut sekarang sudah bisa diatasi dengan Isbat Nikah Poligami.

Akan tetapi Pengadilan Agama dihadapkan pada persoalan yang
dilematis. Apabila ada (permohonan) isbat nikah poligami, di satu sisi isbat nikah
poligami melegalkan nikah di bawah tangan, di sisi lain isbat nikah terhadap nikah
di bawah tangan yang memenuhi syarat dan rukunnya serta tidak melanggar
Hukum Perkawinan Islam, jika ditolak berarti Pengadilan menafikan akad nikah
yang sah menurut syari’at Islam, selain itu banyak perempuan dan anak-anak yang
tidak mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan. Oleh karena itu Pengadilan
Agama dituntut untuk memberikan keputusan dengan pertimbangan yang
mengandung kemaslahatan yang lebih besar sesuai dengan rasa keadilan yang
tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berhubungan dengan hal tersebut Pengadilan Agama terhadap erkara
isbat nikah poligami perkara nomor : 190/Pdt.G/2004/PA/Smn memberikan suatu
sistem bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah
poligami, Hakim dalam memutuskan suatu perkara memperhatikan dengan suatu
hal dengan objektif, dengan pertimbangan yang matang. Yakni
mempertimbangkan dengan seksama mana yang harus didahulukan antara
mengabulkan atau menolak perkara tersebut berdasarkan pada keadilan dan
kemaslahatan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan peraturan
perundangan yang berlaku. Terhadap perkara tersebut berdasarkan kemaslahatan
bagi keluarga Termohon 1 dan 11, dan dengan pertimbangan syarat-syarat poligami
yang tidak terpenuhi seperti yang tercantum Pasal 4 ayat (2) UU No. 1/1974 jo
Pasal 57 KHI. Dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 1/ 1974 jo Pasal 58 ayat
(1) KHI beserta surat pernyataan yang membuat isteri dizalimi dikarenakan
paksaan suami untuk berpoligami, maka isbat nikah poligami tersebut ditolak.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan bentk yang
sebagus-bagusnya, berbeda dengan makhluk lain dan berbeda pula antar
sesamanya, dikarenakan beragamnya suku bangsanya, kultur, pergaulan hidup,
kelamin, warna kulit, hukum adat dan lingkungan yang melingkupinya. Namun
demikian walaupun disana sini berbeda-beda akan tetapi masih terdapat kesamaan
dalam hal prikehidupan berumah tangga.'

Allah menciptakan manusia di dunia ini diikuti oleh hukum-hukum

sebagai aturan dalam hidup manusia sebagai tujuan primer (ad-Darury) yang lebih
dikenal dengan Maqasid asy-Syari'ah atau ad-Daruriyah al-Khams yaitu lima

tujuan utama hukum islam. Salah satu dari kelima tujuan tersebut adalah

memelihara keturunan (Hifz an-Nasl) yaitu dengan cara mengatur pernikahan dan
larangan melakukan perzinahan.?

Hubungan manusia antara laki-laki dan perempuan dengan cara
pernikahan ditentukan dengan dasar pengabdian kepada Allah sang Khalik.

Hukum perkawinan merupakan hukum islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan

! Hilman Hadi Kusuma, H. SH., Prof., Hukum Perkawinan Adatf, (Bandung : Citra Aditya
Bakti, 1990), him. 14 '

2 Muhaimin MA. Dimensi-dimensi Studi Islam, Cet.l (Surabaya : Karya Adi tama, 1994)
hlm. 273




sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur’an dan as-Sunah, di

antaranya firman Allah dalam al Qur'an :

53 90 oSy Jror g L] 1S ol g5l oSl e ST gl OF LT e
30y, psi) LY S 3 o) A

Islam memberikan kemudahan bagi umatnya yang sudah mampu untuk
menuju jalinan pernikahan. Bahkan dalam hal ini Rasulullah Saw menekankan

amaliah ini sebagai salah satu pertanda kesempurnaan iman seseorang,

sebagaimana sabdanya:

o e e 8 oy e e~ S

Perkawinan yang abadi dan diliputi rasa kasih sayang adalah sangat

dianjurkan oleh agama. Rasa kasih sayang ini akan membuat pasangan hidup

menjadi bahagia dan tercipta rumah tangga yang tentram dan damai. Tujuan

perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah manusia dalam
rangka mewujudkan kebahagiaan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya.’

Melalui lembaga pernikahan inilah kebutuhan naluriah yang paling pokok

dari manusia (yang mengharuskan dan mendorong adanya hubungan antara pria

dan wanita) tersalurkan secara terhormat sekaligus memenuhi panggilan watak

11

3 Ar-Rum (31) : 21
“ Abi ‘Abdillah Muhammad Yazid al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, Kitab an-Nikah, Bab Ma

Ja’a [i Fadl an-Nikah, ( Semarang : Toha Putera , t.t. ), I. Hadis No. 1846, hadis sahih riwayat Ibnu
Majah dari ‘Aisah, him. 592

> A.Azhar Basyir, H.MA., {lukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta : Fak. HK UIL, 1990), hlm.



kemasyarakatan dalam kehidupan manusia itu sendiri dan panggilan moral yang
ditegaskan agama,6 maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dari
sini akan tercipta kehidupan yang harmonis, tentram dan sejahtera lahir batin
yang didambakan oleh setiap insan normal. 7 Lembaga Pernikahan diatur oleh
aturan undang-undang yang mempunyai maslahat dalam keluarga.

Awal munculnya perundang-undangan perkawinan di Indonesia pada
mulanya berasal dari tuntutan dari sejumlah organisasi wanita yang berharap agar
Indonesia mempunyai undang-undang untuk mengatur perkawinan sudah ada
sejak tahun 1928. Sebab dalam Kongtes Wanita Indonesia (kowani) tahun 1928,
dibahas keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan menurut  Islam
(konvensional), yakni perkawinan anak-anak (di bawah umur), kawin paksa, poligami,
talak sewenang-wenang dari suami. Artinya, organisasiorganisasi wanita ini menuntut
lahitnya UU Perkawinan, dan mereka sampai membicarakannya di Dewan Rakyat
(Volksraad).Bahkan jauh sebelumnyua, Raden Ajeng Kartini (1879-1904) di Jawa
Tengah dan Rohana Kudus di Minangkabau, Sumatera Barat adalah tokoh yang telah
lama mengkritik keburukan-keburukan yang diakibatkan oleh perkawinan di bawah
umut, perkawinan paksa, poligami dan talak sewecnang-wenang dari suamt Pada
kasus yang lebih khusus, tentang poligami, Puteri Indonesia bekerja sama dengan
Persaudaraan istetd, persatuan isteri dan Wanita Scjati, dalam scbuah pertemuan pada

tanggal 13 Oktober 1929 di Bandung, membuat ketetapan tentang larangan poligaimi.

¢ Ali Yafie, Menggagas Figh Sosial, cet.2 (Bandung : Mizan,1994 ), him. 257
" A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan, cet,2 (Bandung : Al Bayan),  him. 14



Pertemuan di Bandung ini membicarakan dua hal pokok, yakni poligami dan
pelacuran. Sejalan dengan itu, pada bulan Juni 1931 di Jakarta, Kongress Isteri Sedar
memperkuat resolusi larangan Poligami yang ditetapkan beberapa organisasi wanita
dan ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 1929. Dengan demikian, munculnya
Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat (Ontwerp Ordonantie op de
Ingeschreven Huwelijken), yang di antara isinya menganut prinsip monogami serta
tidak boleh {nenjamhkan talak di lgar pengadilan. Pada jaman orde baru muncul
RUU pemerintah tentang Perkawinan tahun 1973 sehingga lahirnya Undang-Undang
No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. dilanjutkan dengan adanya Undang-Undang
No.7, Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dimana kekuasaan Pengadilan
Agama untuk memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan sengketa waris
dipulihkan kembali, maka kebutuhan terhadap hukum waris yang jelas, rinci,
mudah dan pasti serta sesuai dengan tata kehidupan masyarakat Islam Indonesia
yang bilateral semakin terasa mendesak. Untuk itu pulalah kemudian dikeluarkan
Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disusun berdasarkan keputusan bersama
Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, 21 Maret 1985. Penyusunan KHI
berlangsung selama enam tahun (1985-1991), dan pada tanggal 10 Juni 1991
berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.l Tahun 1991 yang merupakan
peraturan di bawah Peraturan Pemerintah, Tap MPR dan Undang Undang. KHI
dikukuhkan sebagai pedoman resmi dalam bidang hukum material bagi para
hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.KHI sesungguhnya

merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan di



B

masyarakat akibat beragamnya keputusan Pengadilan Agama untuk suatu kasus
yang sama. Keberagaman itu merupakan konsekuensi logis dari beragamnya
sumber pengambilan hukum, berupa kitab-kitab figih yang dipakai oleh para
hakim dalam memutuskan suatu perkara. Karena itu, muncul suatu gagasan
mengenai perlunya suatu hukum positif yang dirumuskan secara sistematis
sebagai landasan rujukan bagi para hakim agama sekaligus sebagai langkah awal
untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional. Solusi yang diambil pemerintah
dengan melahirkan KHI supaya memudahkan kerja para hakim agama dan pihak-
pihak lainnya yang akan mencari rujukan hukum

Menurut KHI pasal 6 ayat (2) bahwa perkawinan yang dilakukan di luar
pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila
dianalisis bunyi pasal tersebut, maka akan timbul spekulasi hukum berhubung
rumusannya tidak jelas, yakni apakah bertujuan untuk menjustifikasi suatu
perbuatan hukum (substantif) atau hanya memberi sanksi administratif. Oleh
karena itu semestinya KHI merumuskan sanksi yang tegas atas segala
penyimpangan undang-undang karena mencantumkan kalimat "tidak mempunyai
kekuatan hukum" menyiratkan tidak mengakui adanya perkawinan (wujuduhu ka
‘adamihi). Artinya tidak sah. Visi hukum yang demikian ini didukung oleh
ketentuan pasal 26 ayat (1) UU No.l tahun 1974 yang menyatakan bahwa
perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang

tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah dan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh



dua orang saksi itu dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam

garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.®

Pasal 7 KHI ayat (2) menjelaskan bahwa dalam hal perkawinannya yang
tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah alias tidak dicatat ke PPN yang
berwenang dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Di
sini KHI memperkenalkan adanya lembaga isbat nikah di Pengadilan Agama dan
sekaligus menentukan pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan isbat
tersebut.

Hazairin seorang pakar hukum adat dan hukum islam menyatakan bahwa
segala sesuatu yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan juga tidak diatur oleh
Rasulullah saw. tentang pelaksanaan lebih lanjut mengenai sesuatu ayat al-Qur'an
yang belum jelas bagi umat, menjadi hak otonomi umat islam untuk mengaturnya

secara Syura bainakum (asy-Syura (42) : 38). Maka pasal 2 ayat (2) undang-

undang No.l tahun 1974 dapat dipandang sebagai permulaan pelaksanaan hak
otonomi tersebut, yaitu tentang keharusan pencatatan perkawinan.’

Pencatatan ~ perkawinan = bertujuan untuk mewujudkan ketertiban
perkawinan dalam masyarakat sebagai suatu upaya untuk melindungi martabat
dan kesucian perkawinan dalam masyarakat terutama untuk melindungi

perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan pernikahan yang

¥ Departemen Agama, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), (Dirjen Humas Islam dan
Urusan Haji : Jakarta, 1996/ 1997), hlm. 251

® Hazairin, Tinfavan UU No. | Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ( Jakarta : Tinta Mas,
1975), hlm 31




dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapatkan

salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcokan diantara mereka atau
salah satu pihak tidak bertanggung jawab maka yang lain dapat melakukan upaya
hukum guna mempertahankan/ memperoleh hak-hak masing. Dengan perkataan
lain, pencatataﬁ merupakan suatu usaha untuk mengayomi masyarakat demi
terwujudnya kedamaian, yang menj’adi pilar kehidupan rumah tangga. Tegaknya
rumah tangga ini akan bermuara kepada ketertiban dan ketenteraman masyarakat.
Tegasnya hakikat dari pencatatan perkawinan adalah agar ada kepastian hukum
agar ketertiban masyarakat lebih terj amin."

Para pelaku pernikahan di bawah tangan pada umumnya tidak mempunya:
akta nikah. Yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan
selanjutnya. Karena tanpa akta nikah segala perbuatan hukum yang berkaitan

dengan akibat pernikahan, seperti saat ia membutuhkan akta nikah guna untuk

memperoleh kepastian hukum perkawinannya dan untuk persyaratan administrasi
anaknya, dan salah satunya digunakan untuk mengurus SK pensiun janda atas
suaminya yang telah meninggal dunia. terhadap perkawinan semacam ini
sebenarnya dapat diajukan akta nikahnya ke Pengadilan Agama melalui isbat

nikah poligami, Isbat nikah poligami punya implikasi memberi jaminan lebih

' Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Cet. | (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995),
him 107




konkret secara hukum atas hak anak dan perempuan jika pasangan suami-istri
bercerai.'!

Pelaksanaan pemberian isbat nikah poligami itu dilakukan oleh Hakim,
karena hakim merupakan sub organisasi fungsional peradilan yang berfungsi dan
berwenang untuk melaksanakan peradilan. Dengan kata lain, Hakim merupakan
pejabat yang rﬁelaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.'?

Dengan keterikatan tersebut maka Hakim dalam memberikan isbat
haruslah memperhatikan alasan yang diberikan oleh pemohon. Apabila ternyata
alasan yang diajukan sesuai apa yang tercantum dengan pembuktian, maka Hakim
dapat mempertimbangkan apakah isbat diberikan atau tidak, terlebih-lebih pada
kasus isbat nikah poligami yaitu penetapan kembali pernikahan yang kedua dan
seterusnya atas sebab tidak tercatatnya pernikahan di KUA dikarenakan karena
nikah sirri.

Dalam memutuskan suatu perkara harus mempunyai pertimbangan yang
matang, oleh karena syarat menjadi Hakim harus memenuhi kriteria yang sudech
ditentukan, dengan maksud supaya hukum dalam menjalankan tugasnya sccara
profesional. Seperti yang telah disebutkan terdahulu, bahwa pertimbangan hukum
sangat penting, maka hukum pengadilan agama harus betul-betul mempunyai

wawasan pengetahuan hukum, baik hukum umum maupun hukum islam.

11 Hak istri dan anak, http://www.kompas.com/kompas-cetak/0609/18/swara /2950477 .htm,
Senin, 18 September 2006
M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dalam Acara Peradilan (UU No. 7/1989)
cet. 2 (Jakarta : Pustaka Karini, 1993), him. 109




Pengadilan Agama dihadapkan pada persoalan yang dilematis. Apabila
ada (permohonan) isbat nikah poligami, di satu sisi isbat nikah poligami
melegalkan nikah di bawah tangan, di sisi lain isbat nikah terhadap nikah dibawah
tangan yang memenuhi syarat dan rukunnya serta tidak melanggar hukum
perkawinan islam, jika ditolak berarti Pengadilan menafikan akad nikah yang sah
menurut syari’at islam, selain itu banyak perempuan dan anak-anak yang tidak
mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan. Oleh karena itu Pengadilan
Agama dituntut untuk memberikan keputusan dengan pertimbangan yang
mengandung kemaslahatan yang lebih besar sesuai dengan rasa keadilan yang
tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikarenakan adanya realitas di atas penyusun bermaksud untuk meneliti
lebih dalam dan menganalisa tentang keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh
pengadilan agama sleman yang selanjutnya dijadikan sebuah skripsi yang
berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah Poligami Di

Pengadilan Agama Sleman (studi terhadap perkara no. 190/pdt.g/2004/pa/smn)".

. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat
dirumuskan mengenai pokok masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana cara pembuktian yang dilakukan oleh hakim Pengadilan

Agama Sleman dalam perkara isbat nikah poligami.
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Apakah yang menjadi dasar petimbangan hakim Pengadilan Agama
Sleman dalam menetapkan perkara isbat nikah poligami
Apakah pertimbangan yang dipakai tersebut sudah memenuhi dan sudah

sesuai dengan yang diinginkan oleh undang-undang dan hukum Islam

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

a.

Untuk menjelaskan bagaimana cara pembuktian yang dilakukan oleh
hakim Pengadilan Agama Sleman dalam perkara isbat nikah poligami.
Untuk menggambarkan dengan jelas terhadap apa yang menjadi
petimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam wmenetapkan
perkara isbat nikah poligami.

Untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan yang dipakai tersebut sudah
memenuhi dan sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh undang-undang

dan hukum islam atau belum.

2. Kegunaan

a.

Untuk mengetahui dan menjelaskan cara terutama berkaitan dengan
perkara isbat nikah poligami yang menjadi objek penelitian.
Sebagai masukan bagi para pihak yang berkomponten, khususnya praktisi

hukum yang lebih sesuai dengan keadilan



D. Telaah Pustaka

Dalam penelaahan pustaka tentang masalah isbat nikah poligami, ada
beberapa bahan pustaka yang bisa dijadikan rujukan, perbandingan ataupun
memperkuat pembahasan tersebut, di antaranya adalah artikel dari Enas Nasrudin
dalam Jurnal Mimbar Hukum, yang bertemakan tentang lhwal Isbat Nikah
(sebuah antitesis atas Damsy Hanan yang membahas tentang “Permasalahan Isbat
Nikah, kajian pasal 2 UU No. 1/1974), Enas mengemukakan bahwa isbat nikah
adalah merupakan kompetensi absolut dalam praktek dikelompokaan pada
perkara yang tidak mengandung sengketa (yuridiksi voluntair), karena hanya ada
satu pihak yang berkepentingan dalam perkara ini atau oneigenlyke rechtspraak.

Jadi isbat nikah yang diatur oleh UU No. 1/1974 dan UU No. 7/1989
adalah terbatas pada alasan perkawinan yang terjadi sebelum lahir UU No.
1/1974. Sedangkan isbat nikah yang yang dilakukan karena alasan-alasan lain
tidak dimuat dan tidak ada penjelasan pula di dalam kedua peraturan tersebut
akan tetapi dengan lahirnya KHI yaang termuat dalam inpres No. 1/1997, masalah
isbat nikah tidak diperluas, sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) KHI bahwa daiam
perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat
nikahnya ke Pengadilan Agama, selanjutnya pasal 7 ayat (3) ditentukan bahwa
isbat nikah yang dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan
isbat nikah yang akan digunakan untuk melaksanakan perccraian.

1. Karena hilang atau rusak akta nikahnya

2. Perkawinan yang cacat hukum baik karena melanggar proses atau
prosedur peraturan undang-undang yang berlaku
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3. Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No.1 tahun 1974
4, Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
‘perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974 1
Sementara itu dalam undang-undang No.1/1974 jo PP No.9/1975 tidak
memberikan penjelasan secara rinci mengenai isbat nikah ini sehingga dalam
praktek sering timbul masalah karena adanya pihak-pihak yang dirugikan dengan
adanya penetapan tentang isbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama,
sementara untuk melakukan upaya hukum mungkin karena bukan pihak yang
berperkara '*
Selanjutnya ada yang berupa hasil penelitian sebelumnya, yaitu berupa
skripsi yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Yaitu di
antaranya skripsi yang di susun oleh Muhammad Najib mahasiswa UIN tentang
“Isbat Nikah (Studi Kasus terhadap keputusan Pengadilan Agama Sleman tahun
2000-2002)” dan skripsi yang disusun oleh Harizan yang berjudul “Isbat Nikah
dan Peluang Terjadinya Nikah Sirri (study analisis terhadap putusan PA Bantul)”.
Keduanya mengulas masalah isbat nikah secara normatif dan lebih banyak
membahas kaitannya dengan perkawinan sirri dibandingkan dengan masalah isbat
itu sendiri. Dalam kajiannya mengenai pernikahan di bawah tangan dalam

Undang-undang dianggap melanggar tata tertib administrasi dan hukum

perkawinan Indonesia tidak mengakuinya. Oleh karena itu jika kemudian hari ada

¥ Departemen Agama, Badan Penyuluhan Hukum (Jakarta : DEPAG, 2002) him. 167 lihat
juga tulisan Team Media, Amandemen, UU Peradilan Agama dan KHI (Jakarta @ Media Centre, t.t)
him. 121

" Enas Nasrudin, hwal Isbat Nikah (Tanggapan atas Damsy Hanan), (Jakarta : Mimbar
Hukum No. 33 Th. VIII (Juli-Agustus) 1997), hlm. 87
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perselisihan hukum, mereka tidak dapat menyelesaikan persoalan tersebut.
Namun demikian Kompilasi Hukum Islam melegalkan adanya isbat nikah pada
pernikahan sirri di Pengadilan Agama.

Dari telaah pustaka yang telah Penyusun lakukan, bahasannya lebih
sempit pada masalah isbat nikah ke arah poligami dan lebih mengedepankan
pertimbangan hakim melalui putusan perkara tersebut dibandingkan dengan
masalah perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan.

Penyusun merasa perlu dalam menuangkan topik yang tercakup dalam
skripsi ini menjadikan suatu hal yang baru meskipun bukan hal yang baru lagi,
dengan menggabungkan di antara kajian-kajian yang telah tertuang pada karya
tulis diatas yang diasumsikan bisa menjadikan kajian baru yang lebih sisternatic

dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ada.

. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah bahwa
perkawinan merupakan sarana dan wahana yang mengatur asas-asas penyampaian
hak kepada yang berhak secara adil, lebih jelasnya adalah agar seorang suami
menunaikan hak-hak istri serta mememelihara isteri dengan sebaik-baiknya,
bukan dengan menganiaya dan menimbulkan kemadaratan, baik jasmani ataupun
ruhaninya. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Pasal 3 KHI adalah untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmabh.



Dikabulkan atau ditolaknya permohonan isbat nikah oleh PA
merupakan suatu keputusan yaang didasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta berdasarkan pada asas kemaslahatan, keadilan
sosial, serta keadilan moral yang ditujukan bagi pencari keadilan khususnya
untuk perlindungan hukum terhadap istri-istri dan anak-anaknya dengan tidak
mengesampingkan norma-norma atau peraturan yang ada baik aturan syara’,
maupun perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pada asas I;emaslahatan dan demi menyelesaikan
masalah demi kemaslahatan maka pernikahan yang dilakukan di bawah tangan
atau meninggalkan prosedur dan administrasi yang telah ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan maka hal ini dapat dimintakan akta nikah
dengan jalan isbat nikah poligami di Pengadilan Agama. Hal ini perlu
dilakukan karena kalau isbat nikah ini tidak dilayani atau ditolak, maka hal ini
sama saja membiarkan sesuatu menjadi berlarut-larut tanpa penyelesaian
hukum. Pada prinsipx.i&a suatu kemudaratan itu harus dihilangkan, sesuai

dengan kaidah figh yang berbunyi :

T ) R
Selain itu juga sejalan dengan kaidah lain :

8 L wbs  flall

17 Jalal ad-Din Abd ar Rahman bin Abi Bakar as-Suyuti, al-Asybah wa an-Nazair (L.Lp :
Maktabah an-Nur, t.t) him 59

18 pof DR. TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta : Bulan Bintang,
1975), him329
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Sementara itu dalam isbat nikah poligami sebenarnya telah terjadi
suatu pelanggaran, yaitu melangar izin poligami yang semestinya harus
diberikan pada saat akan dilangsungkannya pernikahan. Namun demikian
pada prinsipnya izin poligami dapat diberikan oleh Pengadilan Agama pada
saat isbat nikah karena di dalam isbat nikah tersebut terdapat kemaslahatan
bagi rakyat, dan bagi penguasa atau pemerintah. Dalam hal ini tugas hakim
jalah untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut demi untuk kepentingan
rakyat karena itu merupakan meru'pakan suatu keharusan atau kewajiban

sejalan dengan qaidah yang berbunyi :
19 ool b e de N o plY) O e

Keputusan isbat nikah poligami terhadap pernikahan terhadap
pernikahan di bawah tangan oleh PA merupakan keputusan yang didasarkan
pada kemaslahatan. Namun tidak menutup kemungkinan akan muncul dua
kemafsadatan yang saling bertentangan yakni antara memperbolehkan
(mengabulkan) perkawinan (poligami) di bawah tangan itu yang secara
yuridis jelas-jelas melanggar hukum atau menolak perkawinan tersebut.
Apabila dikabulkan méka akan mendorong orang lain untuk melakukan
pernikahan poligami di bawah tangan, sedangkan apabila ditolak berarti
Pengadilan Agama menafikan akad nikah yang sah menurut syari’at islam.
Banyak perempuan dan anak-anak yang tidak mendapatkan perlindungan

hukum dan keadilan yang discbabkan oleh hal tersebut. Dalam hal ini tentu

19 Jalal ad-Din Abd ar-Rahman bin Abi Bakar as-Suyuti, a/-Asybali..., il 83
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harus dipilih yang lebih ringan madharatnya sebagaimana kaidah dalam

hukum islam :
0 gil ST 11 o Lgalael oy, Odmin 2 )l 13)

“ Majelis Hakim dalam memeriksa perkaranya perlu meneliti dan
| menelusuri secara seksama terhadap alat bukti yang dijadikan dalam
permohonan/gugatan, sehingga Hakim benar-benar yakin terhadap alat bukti

tersebut. Hal ini namun juga harus S/akin terhadap kepastian alat bukti yang

diajukan kepadanya sebagaimana firman Allah :

e GH e ke Y el O
Atas keyakinan dan kebenaran alat bukti ini hakim meletakan dasar
keputusan dan juga dapat mengantisipasi permohonan atau gugatan tidak

berdasar pada suatu yang realitis. Dengan melihat perkara yang ada, maka

permasalahannya yang perlu pembahasan lebih lengkap dan akurat adalah

bagaimana menempatkan suatu perkara sesuai kedudukannya dengan
memberikan solusi atau keputusan yang tepat dan seadil-adilnya dengan
merujuk dan mendasarkan pada ketentuan hukum islam maupun perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Sebelum penyusun mengemukakan metode yang digunakan dalam

penelitian itu perlu kiranya dikemukakan pengertian dari metode penelitan itu

. 20 Jall ad-Din Abd ar-Rahman bin Abi Bakar as-Syuyuli, a/-Asybih. ... him. 62
' ' An-Najm (53) : 28
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sendiri, metode penelitian yang lebih dikenal dengan metodologi research
dalam ilmu pengetahuan itu membicarakan tentang cara-cara mengadakan
penelitian ilmiah dan bertujuan untuk menemukan, mengembangkan serta

menguji kebenaran suatu pengetahuan.22

1. Jenis penelitian
Jenis penelitian vang dilaquan adalah penelitian lapangan (field
research), yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke daerah obyek
penelitian di Pengadilan Agama Sleman untuk memperoleh data-data
yang berkaitan dengan perkara isbat nikah poligami pada tahun 2001-

2006

2. Sifat penelitian
Sifat penelitian vang digunakan untuk menyusun adalah bersifat
deskriptif analisis. Deskriptif adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta
yang memberikan data yang seteliti tentang gejala atau fakta tersebut,
sedang analisis merupakan sebuah upaya untuk mencari dan menata
secara sistematis data penelitian tersebut, kemudian dilakukan
penelagzhan guna mencari makna.”® Penelitian ini bertujuan untuk

mendeskrifsikan secara terinci obyek yang diteliti, yaitu penelitian

22 Qutrisno Hadi, MA. Drs, Prof., Metodologi Reseact, Cet 19, (Yogyakarla‘ . Fak.
Psikologi UGM,1986), hlm.4

» Jujun Suria Sumantri, Pedoman Penulisan Ilmiah, (Jakarta : IKIP Negeri, 1987),
him.35
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perkara isbat nikah poligami yang pernikahannya yang dilakukan

dibawah tangan dan terjadi setelah UU nomor 1 tahun 1974, kemudian

menganalisisnya.

"...ﬁi“f"" 3. Tekhnik Pendekatan Masalah
| Sesuai dengan pokok masalah dalam penelitian ini, maka pendekatan
yang kami gunakan adalah pendekatan normatif yuridis yaitu
pendekatan dalam meneliti da;l menelaah suatu keputusan pengadilan
agama mengenai perkara isbat nikah poligami dengan melihat sesuatu
itu baik atau tidaknya berdasarkan norma-norma yang ada dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

4. Tekhnik Pengumpulan Data
a. Interview/ wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi langsung

untuk mendapatkan data tambahan, metode ini digunakan sebagai

alat pelengkap untuk memeperoleh data-data dengan garis-garis
pokok wawancara agar supaya terarah, wawancara dilakukan kepada
para Hakim Pengadilan Agama Sleman yang berkaitan dengan
perkara isbat nikah poligami.

b. Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan meneliti data-
data yang terarsip dan tersimpan dalam dokumen-dokumen di
Pengadilan Agama Bantul, data-data tersebut kemudian dilakukan

analisis kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, sehingga
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hasilnya dapat digunakan untuk menjawab masalah yang diajukan
yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja menjadi dasar
pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah

poligami

5. Analisa data
Analisa data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap
data yang telah disusun. Pemberian interpretasi ini berupa keterangan
ataupun menarik kesimpulan terhadap data yang telah disusun. Analisa
data ynag digunakan adalah analisa yang non statistik dengan
menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu cara berfikir yang
menganalisi data yang bersifat umum kemudian dianalisis untuk
mendapat kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini penyusun
berusaha memaparkan bagaimana pertimbangan hakim dalam

memberikan suatu kepuusan dalam perkara isbat nikah poligami.

G. Sistematika Pemi)ahasan
Pemb;lhasan skripsi ini akan disusun dalam lima bab yang secara
logis saling berkaitan satu sama lain. Pada bab  pertama merupakan
pendahuluan dari skripsi ini akan memaparkan latar belakang munculnya
suatu permasalahan. Setelah ditetapkan apa yang menjadi masalah utama serta
manfa’at yang ingin didapat dari penulisan skirpsi ini bagi studi hikum is1am,

kemudian dikemukakan posisi studi-studi terkait lainnya yang pernah
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dilakukan atau searah dengan permasalahan, serta kerangka teoritik yang
mendasari penyusunan ini.

Bab kedua membahas tentang gambaran umum isbat nikah
poligami, yang terdiri pembahasan definisi isbat nikah poligami, dasar hukum
isbat nikah poligami dan suatu akibat dari isbat nikah poligami itu sendiri.

Bab tketiga merupakan gambaran umum tentang pertimbangan
hakim yaitu dari pengertiannya, lalu apa yang menjadi dasar hukum
pertimbangan shakim dalam memutuskan sutu perkara, dan kekuatan hukum
pertimbangan hakim.

Bab keempat berusaha menganalisis terhadap pertimbangan-
pertimbangan hakim dalam menetapkan atau memutuskan perkara isbat nikah
poligami di Pengadilan Agama Sleman yang terjadi pada tahun 2001-2006.

Akhirnya padé bab yang kelima yang merupakan bab terakhir atau
penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil-hasil penelitian yang penulis
peroleh yang kemudian dilanjutkan dengan saran-saran yang mungkin perlu

dijadikan sebuah pertimbangan hukum.
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BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kajian dan pembahasan tentang pertimbangan isbat nikah

poligami di Pengadilan Agama Sleman. maka dapat disimpulkan hal-hal

sebagai berikut :

1.

9

Dalam pembuktian pada sidang di Pengadilan Agama Sleman terhadap
perkara nomor : 190/Pdt.G/2004/PA/Smn. Majlis Hakim memanggil
pihak yang bersangkutan (Pemohon da Termohon I dan II), Kemudian
keterangan (pengakuan) di depan Majlis Hakim terhadap nikah yang
mercka lakukan, selanjutnya pemohon meengajukan bukti-bukii
tertulis yang sangat menentukan terhadap putusan hakim. Bukti-bukti
tersebut di antaranva adalah Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas
nama Pemohon, Surat Kematian, Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
atas nama Termohon 1. Foto Copy Kartu Keluarga, Foto Copy Kutipan
Akta Nikah, Foto Copy Akta Perjanjian Kawin, Surat Pernyataan yang
ditandatangani Termohon II. Kemudian Majelis Hakim memeriksa.
meneliti dan menelusuri secara seksama terhadap alat bukti yang
dijadikan dalam permohonan isbat nikah poligami.

Dalam penyelesaian perkara isbat nikah poligami perkara nomor :
190/Pdt.G/2004/PA/Smn dasar petimbangan hakim Pengadilan Agama
Sleman dalam menetapkan perkara isbat nikah poligami, Hakim dalam

memutuskan suatu perkara memperhatikan dengan suatu hal dengan
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objektif, dengan pertimbangan yang matang. Yakni
mempertimbangkan dengan seksama mana yang harus didahulukan
antara mengabulkan atau menolak perkara tersebut berdasarkan pada
keadilan dan kemaslahatan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai
agama dan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam perkara
perkara nomor : 190/Pdt.G/2004/PA/Smn berdasarkan kemaslahatan
bagi keluarga Termohon I dan Il dan dengan pertimbangan syarat-
syarat poligami yang tidak terpenuhi beserta surat pernyataan yang
membuat  isteri dizalimi dikarenakan paksaan ~suami untuk
berpoligami, maka isbat nikah poligami tersebut ditolak.

Pertimbangan vang dipakai tersebut sudah memenuhi dan sudah sesuai
dengan yang diinginkan oleh undang-undang Pasal 4 ayat (2) UU No.
1/1974 jo Pasal 57 KHI. Dan Pasal 5 avat (1) Undang-undang No. 1/
1974 jo Pasal 38 avat (1) KHI. dan berdasarkan hukum Islam dan

kaidah-kaidahnya.

B. Saran-saran

Setelah meneliti. mengkaji dan membahas masalah pertimbangan

Hakim terhadap perkara isbat nikah poligami. ada beberapa hal yang perlu

diperhatikan.

1.

Hendaknya para pakar hukum terutama pembuat Undang-undang
perkawinan dan Peradilan Agama. masih banvak ketidak jelasan dari
isi undang-undang mengenai perkara isbat nikah, dan memberikan

ketegasan terhadap pelaku perkawinan di bawah tangan
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2. Hendaknya pakar hukum dan penulis reperensi hukum, membahas

lebih detail tentang perkara isbat nikah, terutama lebih spesifik ke arah

poligami.

|98}

Hendaknya diadakan pengarahan dan bimbingan yang memadai bagi
pihak vang berpekara di pengadilan khususnya dan masyarakat
kabupaten Sleman pada umumnya mengenai perkara isbat nikah
poligami, supaya tidak bergkibat pada hukum pernikahan, seperti

proses pembuatan akta kelahiran dan lainnya.

C. Kata Penutup
Alhamdulillah wa billahi ala muradih. Pujian hanya untuk-Nya dan
kami kembalikan atas kehendak-Nya. Rasa syukur kepada Allah karena
penulis dapat menyusun dan mampu menyelesaikan skripsi ini.
Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat

banyak kekurangan, kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu,

dari hati penulis yang terdalam penulis mohon saran dan kritik dari berbagai
pihak guna membangun skripsi ini menjadi lebih baik. Harapan penyusun
semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Akhirnya hanya kepada Allah tempat
kembali segala urusan. dan hanya kepada-Nya lah penulis mohon petunjuk

dan ampunan-Nya. Amin.
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